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Dalam SMO (Statement of Member Obligations) part 2, (yang merupakan sebuah ren-
cana yang berisi program pengadopsian dan jadwal implementasi IFRS yang wajib
dibuat oleh setiap anggota IFAC) pemerintah Indonesia melalui IAI telah memutuskan
konvergensi atau pengadopsian secara penuh IFRS (International Financial Reporting
Standard) di tahun 2012. Konvergensi tersebut tentunya akan membawa dampak bahwa
seluruh standar atau aturan praktek profesi akuntansi (termasuk auditing) yang harus
tunduk dengan prinsip, norma dan nilai pengukuran fair value (FV) yang ada dalam IFRS.
Dengan mengadopsi IFRS tersebut maka pengguna laporan keuangan di berbagai be-
lahan dunia dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas antar ne-
gara. Terhitung sejak 1 Januari 2012, pelaporan keuangan di Indonesia akan merujuk
pada IFRS. Makalah ini berusaha menjelaskan bahwa proses transformasi akuntansi In-
donesia (konsep Historical Cost menjadi Fair Value) melalui konvergensi IFRS sudah ter-
jadi sebelum proses legalnya.
Kata Kunci : IFRS, Fair Value dan Historical Cost
1. PENDAHULUAN
Akuntansi merupakan bahasa bisnis utama
di pasar modal. Dalam mekanisme pasar modal
laporan keuangan menjadi produk utama. De-
ngan standar akuntansi yang baik maka pasar
modal pun akan berjalan dengan baik pula. Se-
mua stakeholder yakni para pekerja, suppliers,
customers, institusi penyedia kredit, dan peme-
rintah memerlukan informasi keuangan yang
transparan, tepat waktu, efektif dan relevan dari
banyak perusahaan yang bisa diperbandingkan.
Sebelum tahun 2000an, dalam akuntansi,
salah satu metode pengukuran yang selama ini
dianggap paling baik atau unggul (dalam kon-
teks Indonesia) adalah metode harga perolehan
(historical cost) ketimbang metode harga seka-
rang (current value). Hal itu dikarenakan HC
(historical cost) dianggap memiliki reliabilitas
yang lebih tinggi karena menghasilkan angka-
angka akuntansi yang didukung bukti transaksi
yang dapat diverifikasi kebenarannya.  Setelah
tahun 2000an seiring dengan perkembangan
teknologi yang pesat, lingkungan akuntansi me-
ngalami perubahan total yang dampaknya
mempengaruhi biaya informasi (Roekhudin,
2010). Semua perkembangan tersebut menye-
babkan transaksi antar negara atas barang dan
berbagai faktor produksi lainnya berkembang
pesat dan lebih likuid. Harus adanya basis data
akan transaksi berbagai komoditas dengan har-
ga jual komparatif memungkinkan orang mem-
buat taksiran fair value. Para pelaku pasar me-
nuntut kepada para akuntan untuk menyajikan
informasi yang lebih relevan yang mencermin-
kan harga terkini atas komoditas yang ditran-
saksikan. Disinilah mulai munculnya transforma-
si dari HC menuju FV yang mendasarkan pada
current value sebagai sebuah keniscayaan.
Pada tahun 2009, pro dan kontra serta ke-
khawatiran sehubungan dengan konvergensi
IFRS sempat mencuat. Hal ini dikarenakan pa-
da pada semester kedua 2008 di Amerika Seri-
kat terjadi krisis keuangan yang dipicu oleh sub-
prime mortgage dan fair value sempat dijadikan
kambing hitam. Sistem akuntansi atau pelapor-
an keuangan yang menggunakan fair value a-
tau nilai wajar —bukan lagi nilai buku berdasar-
kan pendekatan historical cost— inilah yang
dituding sebagai penyebab terjadinya krisis ke-
uangan. Pihak-pihak terkait dan berwenang ke-
mudian melakukan kajian untuk mencari jawab-
an atas pertanyaan seputar penerapan fair va-
lue sebagai penyebab  krisis.  Kemudian, Secu-
rity Exchange Comission (SEC) atau pengawas
pasar modal Amerika Serikat (AS) segera mem-
bentuk tim untuk melakukan kajian pada De-
sember 2008. Pada November, negara-negara
yang tergabung dalam G-20 juga mengadakan
pertemuan untuk melakukan kajian serupa, juga
International Monetary Fund (IMF). Mereka me-
miliki kesimpulan studi yang sama, yakni tak
ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa fair
value menjadi biang krisis. Bahkan hasil studi
SEC menyebutkan, krisis bukan disebabkan fair
value, melainkan oleh kegagalan perbankan
atau lembaga-lembaga keuangan di AS karena
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probable credit losses, keraguan atas kualitas
aset, dan turunnya kepercayaan kreditur mau-
pun investor. Yang terjadi adalah kesalahan
pengelolaan sehingga krisis tersebut menyeret
dunia ke dalam krisis finansial global. Semua
sepakat, termasuk IMF, untuk meneruskan pe-
nggunaan konsep fair value (Suharto, AI, 2009).
Mengadopsi IFRS berarti mengadopsi ba-
hasa pelaporan keuangan global yang akan
membuat suatu perusahaan dapat dimengerti
oleh pasar global. Suatu perusahaan akan me-
miliki daya saing yang lebih besar ketika me-
ngadopsi IFRS dalam laporan keuangannya.
Dalam konteks Indonesia, konvergensi IFRS
tersebut merupakan hal yang sangat penting,
selain untuk menjamin daya saing nasional,
konvergensi tersebut berdampak terjadinya
transformasi konsep HC menjadi FV dalam ling-
kup pelaporan keuangan. Konsep FV dinilai me-
milki tingkat relevansi yang lebih tinggi diban-
dingkan HC, terlebih pada perusahaan yang
listing di pasar modal.
Suatu perusahaan dinilai memiliki daya sa-
ing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS
dalam laporan keuangannya. Banyak perusaha-
an yang telah mengadopsi IFRS mengalami ke-
majuan yang signifikan terutama saat mereka
memasuki pasar modal global. Namun men-
jelang diterapkannya konvergensi ini banyak
komentar atau tanggapan para praktisi dan pro-
fesi yang terkait dengan akuntansi seputar dam-
pak dan kesiapan mereka. Demikian juga dam-
pak tersebut berpengaruh pada para praktisi
pendidikan akuntansi.
Upaya untuk memperkuat arsitektur keu-
angan global dan mencari solusi jangka pan-
jang terhadap kurangnya transparansi informasi
keuangan, membuat IASB (International Acco-
unting Standard Board) melakukan percepatan
harmonisasi standar akuntansi internasional
khususnya IFRS dan Financial Accounting
Standard Boards (Badan Pembuat Standar
Akuntansi di Amerika Serikat). Perubahan tata
cara pelaporan keuangan dari Generally Accep-
ted Accounting Principles (GAAP), PSAK, atau
lainnya ke IFRS berdampak sangat luas. IFRS
akan menjadi kompetensi wajib-baru bagi akun-
tan publik, penilai (appraiser), akuntan manaje-
men, regulator dan akuntan pendidik.
Kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tang-
gal 24-25 September 2009 menyatakan bahwa
otoritas yang mengawasi aturan akuntansi inter-
nasional harus meningkatkan standar global pa-
da Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan
aturan di antara negara-negara anggota G-20.
Oleh karena itu, IFRS telah diadopsi oleh ba-
nyak negara, termasuk negara-negara Uni Ero-
pa, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Australia. Di
kawasan Asia, Hong Kong, Filipina dan Singa-
pura pun telah mengadopsinya. Brasil, Kanada
dan India telah mengumumkan kewajiban untuk
menggunakan IFRS bagi perusahaan-perusa-
haan yang berlokasi di negara tersebut.
Sejak 2008, diperkirakan sekitar 80 negara
mengharuskan perusahaan yang telah terdaftar
dalam bursa efek global menerapkan IFRS da-
lam mempersiapkan dan mempresentasikan la-
poran keuangannya. Pada tahun 2011 diperki-
rakan semua negara besar sudah mengadopsi
IFRS dengan berbagai variasinya, China dan
Jepang secara substansi akan menyesuaikan
dengan IFRS dan perusahaan go public di
Amerika Serikat akan mempunyai pilihan apa-
kah menggunakan IFRS atau US GAAP. Pada
bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indone-
sia (IAI) telah mencanangkan konvergensi
PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012.
Sejak tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi
Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-
IAI) telah melaksanakan program kerja terkait
dengan proses konvergensi tersebut sampai
dengan tahun 2011. Ditargetkan bahwa pada
tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda
material dengan IFRS. Setelah tahun 2012,
PSAK akan di-update secara terus-menerus se-
iring adanya perubahan pada IFRS. Bukan ha-
nya mengadopsi IFRS yang sudah terbit,
DSAK-IAI juga bertekad untuk berperan aktif
dalam pengembangan standar akuntansi dunia.
Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berupaya
menjelaskan telah disiapkannya proses tran-
sformasi akuntansi di Indonesia pada beberapa
sektor/ bidang sehubungan dengan akan dia-
dopsinya IFRS pada tahun 2012. Selain mulai
disiapkannya beberapa perangkat teknis terkait
pengukuran yang akan digunakan untuk IFRS.
2. KAJIAN PUSTAKA
Standar Akuntansi di Indonesia
Akuntansi adalah seni dalam mengukur,
berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivi-
tas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dike-
nal sebagai "bahasa bisnis". Ia merupakan pe-
ngukuran, penjabaran, atau pemberian kepasti-
an mengenai informasi yang akan membantu
manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat
keputusan lain untuk membuat alokasi sumber
daya keputusan di dalam perusahaan, organi-
sasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi bertu-
juan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan
yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para
manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berke-
pentingan lainnya, seperti pemegang saham,
kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang
terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah
pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu
cabang dari akuntansi dimana informasi keu-
angan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, di-
ringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.
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Adanya perubahan lingkungan global yang
semakin menyatukan hampir seluruh negara di
dunia dalam komunitas tunggal, yang dijemba-
tani perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi yang semakin murah, menuntut ada-
nya transparansi di segala bidang. Standar a-
kuntansi keuangan yang berkualitas merupakan
salah satu prasarana penting untuk mewujud-
kan transparasi tersebut. Standar akuntansi ke-
uangan diharapkan mampu menggambarkan
kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh
karena itu, pengembangan standar akuntansi
keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak
diperlukan pada masa sekarang ini.
Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntan Indone-
sia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di In-
donesia selalu tanggap terhadap perkembang-
an yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang
memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan.
Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pe-
ngembangan standar akuntansi sejak berdirinya
IAI pada tahun 1957 hingga kini.
Pada 1973 merupakan pertama kalinya IAI
melakukan kodifikasi prinsip dan standar akun-
tansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu bu-
ku “Prinsip Akuntansi Indonesia” (PAI). Kemudi-
an, pada tahun 1984 PAI melakukan revisi se-
cara mendasar PAI 1973 dan kemudian meng-
kondifikasikannya dalam buku “Prinsip Akuntan-
si Indonesia 1984″ dengan tujuan untuk menye-
suaikan ketentuan akuntansi dengan perkem-
bangan dunia usaha. Selanjutnya pada tahun
1994, IAI kembali melakukan revisi total ter-
hadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi da-
lam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
per 1 Oktober 1994.”
Sejak tahun 1994, proses revisi telah dila-
kukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober
1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1
Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku
“Standar Akuntansi Keuangan per 1 September
2007″ ini di dalamnya sudah bertambah diban-
dingkan revisi sebelumnya yaitu tambahan
KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK
revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat
2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK.
IAI juga telah memutuskan untuk melaku-
kan harmonisasi dengan standar akuntansi in-
ternasional dalam pengembangan standarnya
hingga terjadi perubahan dari harmonisasi ke
adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rang-
ka konvergensi dengan International Financial
Reporting Standards (IFRS) yang direncanakan
dapat terlaksana pada tahun 2012 mendatang.
International Financial Reporting Standards
(IFRS)
IFRS (International Financial Reporting
Standards) merupakan standar akuntansi inter-
nasional yang diterbitkan oleh International
Accounting Standard Board (IASB). Standar
Akuntansi Internasional (International Accoun-
ting Standards/ IAS) disusun oleh empat organi-
sasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntan-
si Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Ero-
pa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal
(IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional
(IFAC). IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan
2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi In-
ternasional/ Internasional Accounting Standards
Committee (IASC)). Pada tanggal 1 April 2001,
IASB baru mengambil alih tanggung jawab gu-
na menyusun Standar Akuntansi Internasional
dari IASC.
Selama pertemuan pertamanya, Badan ba-
ru ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah
ada. IASB terus mengembangkan standar dan
menamai standar-standar barunya dengan na-
ma IFRS. Badan Standar Akuntansi Internasi-
onal (IASB) yang dahulu bernama Komisi Stan-
dar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan
lembaga independen untuk menyusun standar
akuntansi. Menurut Choi et al., (1999) dalam In-
tan Immanuela, IASB memiliki tujuan mengem-
bangkan dan mendorong penggunaan standar
akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat
dipahami dan dapat diperbandingkan. Natawid-
nyana (2008), menyatakan bahwa sebagian be-
sar standar yang menjadi bagian dari IFRS
sebelumnya merupakan IAS. IAS diterbitkan
antara tahun 1973-2001 oleh International Ac-
counting Standards Committee (IASC). Pada
bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS
dan melanjutkan pengembangan standar yang
dilakukan.
International Accounting Standards yang le-
bih dikenal sebagai International Financial Re-
porting Standards (IFRS) dikeluarkan oleh Inter-
national Accounting Standard Boards (IASB),
merupakan standar tunggal pelaporan akuntan-
si berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi
berbasis prinsip yang meliputi penilaian profesi-
onal yang kuat dengan disclosures yang jelas
juga terkait penggunaan konsep Fair Value
yang transparan mengenai substansi ekonomis
transaksi, penjelasan hingga mencapai kesim-
pulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi
tersebut.
Dalam konsep pengukuran dengan histori-
cal cost (HC), sistem akuntansi dirancang untuk
memudahkan fungsi akuntabilitas, maka pada
konsep fair value (FV) sistem akuntansi didesa-
in untuk memberikan informasi yang relevan
atau bermanfaat (information usefullness) untuk
pengambil keputusan ekonomis bagi pihak yang
berkepentingan (Ijiri, 1975, ix). Sehingga ada-
nya pergeseran tujuan pelaporan keuangan dari
sebagai alat pertanggungjawaban menjadi alat
penyuplai informasi untuk pengambilan kepu-
tusan, dimana hal ini juga menjadikan relevansi
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lebih penting jika dibandingkan dengan reliabili-
tas (Roekhudin, 2010).
Fair Value Lebih Relevan
Memang selama ini, sistem akuntansi di In-
donesia menggunakan konsep historical cost
untuk berbagai kepentingan, laporan nilai buku
itulah yang selama ini dijadikan acuan untuk
menilai sebuah perusahaan. Sebagai contoh,
jika sebuah perusahaan, membeli sebuah tanah
seharga Rp 70 juta, misalnya, bertahun-tahun
kemudian, di dalam nilai buku atau book value,
harga tanah itu sebagai aset akan tetap tertulis
Rp 70 juta dengan menggunakan konsep his-
torical cost meskipun di pasaran harganya su-
dah naik tiga-empat kali lipat. Melihat fenomena
dan kondisi pasar yang makin dinamis berkem-
bang dengan sangat cepat, konsep historical
cost akhirnya dianggap tidak cocok lagi alias
tidak relevan, karena ia tidak mencerminkan
nilai pasar yang sebenarnya dan sebagai gan-
tinya  digunakanlah konsep fair value.
Sebenarnya yang pertama kali mengenal-
kan konsep fair value ini adalah Australia, Ing-
gris, dan negara-negara bekas jajahan Inggris.
Pada awalnya, konsep ini digunakan untuk
menghitung biological assets di lingkungan pe-
rusahaan perkebunan dan peternakan. Dengan
pertimbangannya sederhana bahwa aset dan
bidang usaha perusahaan-perusahaan tersebut
adalah makhluk hidup, seperti tanaman dan ter-
nak, yang terus berkembang dan berbiak.  Apa-
bila perusahaan-perusahaan tersebut dinilai de-
ngan nilai buku (historical cost), tentu tidak fair
karena tidak mercerminkan nilai ekonomi yang
sebenarnya. Dari kejadian tersebutlah kemudi-
an ditemukan konsep  penghitungan baru yang
dikenal sebagai fair value. Kemudian konsep ini
diadopsi ke dalam standar akuntansi internasio-
nal dan untuk pertama kalinya diberlakukan pa-
da 2003 menilai aset-aset biologis di sektor
agribisnis. Sejak saat itu pula semua perusaha-
an publik di Eropa menggunakan fair value un-
tuk menyusun laporan keuangannya.
Menurut catatan Hinsa Siahaan sebagai Pe-
neliti Madya Kebijakan Fiskal Departemen Keu-
angan RI, SEC AS pada 1991 menggelar kon-
ferensi internasional yang melibatkan para pe-
mimpin perusahaan dunia dari berbagai bidang,
pakar dari berbagai perguruan tinggi, pembuat
standar akuntansi, penyusun dan pemakai la-
poran keuangan, dan institusi pembuat kebijak-
an di seluruh dunia. Konferensi tersebut dimak-
sudkan untuk menjawab tantangan masalah ke-
uangan dan akuntansi dengan mengambil tema
“Relevance in Financial Reporting: Moving To-
ward Market Value Accounting”.  Konferensi ter-
sebut, menurut Hinsa menyimpulkan bahwa
akuntansi berbasis historical cost tidak mampu
mendeteksi potensi-potensi kerugian yang ba-
kal terjadi karena tidak didasarkan pada nilai
pasar yang berkembang.  Sehingga, SEC AS
kemudian merekomendasikan agar badan pem-
buat standar di negara tersebut mencari solusi
dengan membuat standar akuntansi yang me-
ngakomodasi atau berbasis nilai pasar. Akhir-
nya, akuntansi atau laporan keuangan yang
disusun harus bisa mencerminkan kondisi atau
dinamika pasar yang sebenarnya.  Namun AS
kemudian melangkah lebih jauh dalam  penghi-
tungan nilai pasar dengan fair value dimana
standar akuntansi di AS atau GAAP, mengatur-
nya dengan sangat detail, rinci, dan kompleks.
Berbeda dengan IFRS/IAS yang hanya memuat
pedoman umum dalam penghitungan fair value.
Meskipun sudah diwacanakan lebih dulu, ter-
nyata AS baru menerapkan penghitungan fair
value measurement secara penuh pada tahun
2007 dan mulai 2008, perusahaan-perusahaan
besar atau lembaga-lembaga keuangan jatuh
merugi. Kepercayaan pasar pun runtuh yang
kemudian menyulut krisis keuangan global.
Melirik kasus di atas, Pemerintah AS atau pihak
yang berwenang sebenarnya bukannya tidak
bisa memprediksi dampak yang akan terjadi
atas pemberlakuan kebijakan baru tersebut, na-
mun AS tidak akan mudah untuk “menjilat air
ludahnya sendiri”. (Suharto, AI, 2009)
Fair value dinilai sebagai konsep yang pa-
ling pas dan relevan untuk penyusunan laporan
keuangan sebuah perusahaan atau entitas bis-
nis sebab bisa menggambarkan nilai pasar
yang sebenarnya. Namun, tak mudah untuk
menentukan nilai dengan pasar yang beragam,
aktif atau tidak aktif. Secara umum, fair value
atau nilai wajar adalah konsep yang digunakan
dalam ekonomi dan keuangan serta akuntansi
yang merupakan estimasi rasional dan tidak bi-
as atas harga pasar potensial dari barang, jasa,
atau aset dengan mempertimbangkan faktor-
faktor seperti kelangkaan (scarcity), karakteristik
risiko, replacement cost, serta biaya produksi
dan distribusi, termasuk cost of capital. Dalam
pengertian standar akuntansi, menurut Ketua
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) M Jusuf Wibi-
sana, fair value wajar adalah nilai di mana suatu
aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban
diselesaikan antara pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar
(arm’s length transactions). Dalam standar
akuntansi keuangan sesuai dengan Pedoman
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55, kon-
sep fair value ini memiliki tiga hierarki, yaitu (1)
quoted proces at active markets, (2) no actives
market, valuation techniques, dan (3) no market
equities cost. Yang dinilai melalui fair value pun
tidak hanya meliputi aset dan instrumen keu-
angan lainnya, melainkan juga kewajiban suatu
perusahaan atau entitas bisnis.
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Dalam menentukan nilai pada pasar aktif,
mudah dilakukan dengan kuotasi harga di pa-
sar, sedangkan pada pasar tidak aktif penen-
tukan nilai bisa dilakukan sesuai hierarki fair va-
lue tersebut yakni bisa menggunakan transaksi-
transaksi wajar terkini antara pihak-pihak yang
mengerti dan berkeinginan. Bisa juga  menggu-
nakan referensi atas nilai wajar terkini dari in-
strumen lain yang secara substansial sama
atau menggunakan analis arus kas yang didis-
konto (discounted cahs flow analys) serta model
penetapan harga opsi (option pricing model).
Teknik penilaian utamanya berdasarkan pada
asumsi internal manajemen mengenai future
cash flow dan appropriately risk-adjusted dis-
count rates. Atau, bisa menggunakan kuotasi
broker untuk dijadikan input tapi tidak determi-
natif, dan tidak mengandalkan kuotasi broker
jika dinilai tidak mencerminkan nilai wajar. Jadi,
di pasar yang tidak aktif, memang memerlukan
keahlian tersendiri untuk menentukan nilai wajar
secara cepat dan tepat. (Suharto, AI, 2009)
3. PEMBAHASAN
Standar akuntansi di Indonesia sebentar la-
gi akan menggunakan secara penuh (full adop-
tion) standar akuntansi internasional atau Inter-
national Financial Reporting Standard (IFRS).
Sedangkan standar akuntansi yang berlaku sa-
at ini masih banyak mengacu kepada US
GAAP (United Stated Generally Accepted Ac-
counting Standard), namun pada beberapa
pasal ternyata sudah mengadopsi IFRS yang
sifatnya harmonisasi (karena sifatnya belum
menyeluruh, baru sebagian).
Di era globalisasi saat ini menuntut adanya
suatu sistem akuntansi internasional yang dapat
diberlakukan secara internasional di setiap ne-
gara, atau diperlukan adanya harmonisasi ter-
hadap standar akuntansi internasional, dengan
tujuan agar dapat menghasilkan informasi keu-
angan yang dapat diperbandingkan, memper-
mudah dalam melakukan analisis kompetitif dan
hubungan baik dengan pelanggan, supplier, in-
vestor, dan kreditor. Namun dalam proses har-
monisasi ini ternyata ada hambatannya antara
lain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara,
perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap
negara, perbedaan kepentingan antara perusa-
haan multinasional dengan perusahaan nasio-
nal yang sangat mempengaruhi proses harmo-
nisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk
merubah prinsip akuntansi.
Diadopsinya IFRS ke dalam standar akun-
tansi domestik bertujuan menghasilkan laporan
keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas ting-
gi, persyaratan akan item-item pengungkapan
akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan
akan semakin tinggi pula, manajemen akan me-
miliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menja-
lankan perusahaan, laporan keuangan perusa-
haan menghasilkan informasi yang lebih rele-
van dan akurat, dan laporan keuangan akan le-
bih dapat diperbandingkan dan menghasilkan
informasi yang valid untuk aktiva, hutang, eku-
itas, pendapatan dan beban perusahaan (Pe-
treski, 2005). Untuk Indonesia, Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa Standar
akuntansi internasional (IFRS) akan mulai ber-
laku di Indonesia pada tahun 2012 secara ke-
seluruhan atau full adoption (sumber: Ikatan A-
kuntan Indonesia, 2009). Walaupun untuk per-
bankan diharapkan sudah diterapkan sejak ta-
hun 2010.
Melalui partisipasi global, IFRS diharapkan
menjadi standar akuntansi berbasis teori dan
prinsip yang berkualitas tinggi. Penerapan stan-
dar akuntansi yang sama di seluruh dunia akan
mengurangi masalah-masalah terkait daya ban-
ding (comparability) dalam pelaporan keuang-
an. Investor dan kreditor trans-nasional serta
badan-badan internasional menjadi sangat di-
untungkan. Perubahan tata cara pelaporan keu-
angan dari Generally Accepted Accounting Prin-
ciples (GAAP), PSAK, atau lainnya ke IFRS ber-
dampak sangat luas. Penerapan IFRS ini juga
akan berdampak pada pembelajaran  pada pro-
gram studi Akuntansi di Indonesia. Berarti ada
banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah sa-
tunya adalah mempersiapkan buku teks yang
mendukung. Karena saat ini banyak buku pen-
catatan keuangan yang belum sesuai dengan
IFRS. Selain itu, penerapan IFRS ini juga ber-
dampak pada perubahan materi kuliah di prodi
akuntansi seperti mata kuliah akuntansi interna-
sional. Mata kuliah akuntansi internasional ini
yang biasa membandingkan praktek akuntansi
di berbagai negara juga harus membahas me-
ngenai IFRS. Selain itu, mata kuliah akuntansi
lainnya juga harus melakukan up date materi
tentang perubahan PSAK dari waktu ke waktu.
Bagi pelaku bisnis pada umumnya, imple-
mentasi IFRS membutuhkan investasi yang be-
sar di bidang sistem informasi dan teknologi in-
formasi untuk mengikuti persyaratan yang diha-
ruskan. Hal ini berarti adopsi IFRS membutuh-
kan biaya, energi dan waktu yang tidak ringan,
tetapi biaya untuk tidak mengadopsinya akan
jauh lebih signifikan. Dengan demikian, komit-
men manajemen perusahaan Indonesia untuk
mengadopsi IFRS menjadi syarat mutlak untuk
meningkatkan daya saing perusahaan Indone-
sia di masa mendatang.
Fair Value Lebih Relevan & Menjadikan La-
poran Keuangan Lebih Transparan
Para peneliti yang mengungkapkan rele-
vansi FV sudah banyak dan diantaranya adalah
Barth (1991) yang mencoba mengungkapkan
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metode pengukuran aset dan kewajiban dana
pensiun sebagaimana yang diatur dalam SFAS
87, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran
metode mana yang disukai oleh investor ketika
menilai perusahaan. Pada tahun 1994, Barth
menemukan bahwa FV mampu menjelaskan
secara signifikan jika dibandingkan dengan HC
untuk investasi pada suart berharga tetapi tidak
untuk keuntungan atau kerugian investasi da-
lam sekuritas yang diakibatkan kurangnya relia-
bilitas pengukuran FV (Roekhudin, 2010).
Petroni dan Wahlen (1995) dalam peneliti-
annya tentang pengukuran FV untuk perusaha-
an asuransi, seperti yang dikutip Choy (2006),
menemukan bahwa FV mampu menjelaskan le-
bih baik jika dibandingkan dengan HC untuk in-
vestasi pada saham dan obligasi pemerintah
AS, tetapi bukan pada jenis investasi lainnya.
Selain itu, menurut M. Yusuf Wibisana se-
laku Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuang-
an IAI, hampir seluruh Pedoman Standar Akun-
tansi (PSAK) revisian yang diterbitkan akhir-
akhir ini sudah mengadopsi fair value accoun-
ting. Misalnya PSAK 30 tentang Sewa beserta
PSAK 8, PSAK 13 tentang Properti Investasi,
PSAK 16 tentang Aset Tetap, dan PSAK 50 dan
55 tentang Instrumen Keuangan. Perlu dike-
tahui bahwa hampir seluruh Pronouncement the
International Accounting Standard Board sudah
menggunakan dasar fair value. Sehingga tran-
sformasi konsep HC menuju konsep FV sudah
dilakukan dengan perlahan sebelum dikonver-
gensinya IFRS di tahun 2012. Bahkan menurut
Hamid Yusuf selaku Ketua Umum Masyarakat
Profesi Penilai Indonesia, sejak 2002 sudah di-
masukkannya FV dalam penilaian standar
akuntansi pada saat melaksanakan pekerjaan
mereka sebagai penilai atau appraiser.
Menurut Ricky Ichsan (senior manager pa-
da PT Batavia Properindo Sekuritas), konsep
fair value akan menguntungkan pelaku pasar
atau investor karena memang mencerminkan
nilai pasar yang sebenarnya. Hal tersebut di-
karenakan informasi pasarnya terkini, selalu up
date. Hanya saja akan ada kesulitan untuk me-
nilai pasar yang tidak aktif. Hal senada dengan
ungkapkan Jusuf Wibisana dimana menurutnya,
fair value memiliki tiga keunggulan, yaitu la-
poran keuangan menjadi lebih relevan untuk
dasar pengambilan keputusan; meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan; dan informa-
si lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh
pemakai laporan keuangan. Dengan demikian,
potensi laba/rugi sebuah perusahaan jauh-jauh
hari sudah bisa diprediksikan.
Meskipun secara penuh IFRS baru akan
diterapkan 2012, dalam beberapa kasus atau
entitas konsep fair value ini di  Indonesia sebe-
narnya sudah diterapkan. Saham yang diperda-
gangkan di pasar modal penilaiannya sudah
menggunakan fair value karena sudah mengi-
kuti harga pasar. Adapun untuk penyusunan la-
poran keuangan bagi perusahaan publik (PP)
atau emiten, oleh Bapepam-LK, konsep fair
value baru diterapkan tahun 2009. Sedangkan
di lingkungan dana pensiun, fair value juga su-
dah mulai diterapkan dengan DSAK yang masih
memberi opsi kepada pengelola dana pensiun
untuk menggunakan hold to maturity, atau mark
to market alias fair value. Dan penerapannya
harus konsisten.
Manfaat dan Tujuan Konvergensi IFRS
Menurut Ketua Tim Implementasi IFRS-I-
katan Akuntan Indonesia (IAI) Dudi M Kurnia-
wan, dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan
mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, antara
lain:
1. meningkatkan kualitas standar akuntansi
keuangan (SAK);
2. mengurangi biaya SAK;
3. meningkatkan kredibilitas dan kegunaan la-
poran keuangan;
4. meningkatkan komparabilitas pelaporan ke-
uangan;
5. meningkatkan transparansi keuangan;
6. menurunkan biaya modal dengan membuka
peluang penghimpunan dana melalui pasar
modal; dan
7. meningkatkan efisiensi penyusunan laporan
keuangan.
Sedangkan menurut Wibisana (2009) seba-
gai Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan
IAI, manfaat konvergensi IFRS adalah :
1. memudahkan pemahaman atas laporan ke-
uangan dengan penggunaan Standar Akun-
tansi Keuangan yang dikenal secara inter-
nasional (enhance comparability);
2. meningkatkan arus investasi global melalui
transparansi; dan
3. menurunkan biaya modal dengan membuka
peluang fund raising melalui pasar modal
secara global.
Adapun dampak IFRS terhadap bisnis me-
nurut Wibisana (2009) yaitu :
1. akses ke pendanaan internasional akan le-
bih terbuka karena laporan keuangan akan
lebih mudah dikomunikasikan ke investor
global;
2. relevansi laporan keuangan akan mening-
kat karena lebih banyak menggunakan nilai
wajar. Disisi lain, kinerja keuangan (lapor-
an laba rugi) akan lebih fluktuatif apabilak
harga-harga fluktuatif.
3. smoothing income menjadi semakin sulit
dengan penggunakan balance sheet ap-
proach dan fair value; dan
4. principle-based standards mungkin menye-
babkan keterbandingan laporan keuangan
sedikit menurun yakni bila penggunaan
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professional judgment ditumpangi dengan




Penerapan IFRS mulai 1 Januari 2012 di
Indonesia perlu didukung agar Indonesia men-
dapatkan pengakuan maksimal dari komunitas
internasional. Konvergensi ini dilakukan sebagai
upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan
global dan mencari solusi jangka panjang ter-
hadap kurangnya transparansi informasi keu-
angan. Dampak lainnya adalah terjadinya per-
geseran paradigma konsep akuntansi yang se-
lama ini menggunakan harga perolehan atau
historical cost menjadi paradigma fair value.
Dan ini adalah sudah tuntutan perkembangan
usaha dewasa ini yang tidak bisa dihindari.
Saran
1. Sumber daya manusia manusia yang terse-
dia di kalangan bisnis maupun dunia pendi-
dikan memerlukan pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi penguasa-
an IFRS.
2. Peningkatan integritas mutlak diperlukan ka-
rena SAK bersifat principle-based dan me-
merlukan professional judgment.
3. Infrastruktur IT harus disiapkan untuk men-
dukung beberapa PSAK yang kompleks se-
perti PSAK 50 & 55.
4. Harus ada keterlibatan lebih intensif dari ka-
langan akademisi dan universitas dalam me-
ngkaji isu-isu terkait IFRS
5. Perguruan tinggi di Indonesia memiliki unit
gugus tugas (task force) atau lembaga khu-
sus yang bertugas memantau perkembang-
an ekonomi dan dinamaika penyusunan
standar akuntansi dan pelaporan keuangan
di kancah internasional.
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